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PERATURAN BUPATI POHUWATO 
NOMOR 44  TAHUN 2022

TENTANG

PEMBERIAN UANG KOMPENSASI DAN UANG DUKA 
BAGI KEPALA DESA DI KABUPATEN POHUWATO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POHUWATO,

a. bahw a u n tu k  m elak san ak an  k e ten tu an  Pasal 67A ayat (4) 

dan  aya t (5) P era tu ran  D aerah K abupaten Pohuw ato Nomor 

4 T ahun  2022 P erubahan  K edua Atas P era tu ran  D aerah 

Nomor 3 T ahun  2015 ten tan g  T ata  C ara Pem ilihan Kepala 

Desa, dalam  ha l Kepala D esa yang berhen ti ka rena  

m eninggal d u n ia  d a n /a ta u  d iberhen tikan  k a ren a  berakh ir 

m asa  ja b a ta n n y a  d iberikan  uan g  kom pensasi d a n /a ta u  

u ang  duka;

b. bahw a b e rd asa rk an  pertim bangan  sebagaim ana d im aksud  

p ad a  h u ru f  a, perlu  m ene tapkan  P era tu ran  B upati ten tang  

Pem berian U ang K om pensasi d an  Uang D uka Bagi Kepala 

D esa di K abupaten  Pohuwato.

1. U ndang-U ndang Nomor 38 T ahun  2000 ten tan g

P em bentukan  Provinsi Gorontalo (Lem baran Negara 

Republik Indonesia  T ahun  2000 Nomor 258, T am bahan  

Lem baran Negara Republik Indonesia  Nomor 4060);

2. U ndang-U ndang Nomor 6 T ahun  2003 ten tang

P em bentukan  K abupaten  Bone Bolango dan  K abupaten

Pohuw ato di Provinsi G orontalo (Lem baran Negara Republik 

Indonesia  T ahun  2003 Nomor 26 , (T am bahan Lem baran 

Negara Republik Indonesia  Nomor 4269); P A R A F | ...
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BUPATI POHUWATO 

PROVINSI GORONTALO 

PERATURAN BUPATI POHUWATO 
NOMOR '£t TAHUN 2022 

TENTANG 

PEMBERIAN UANG KOMPENSASI DAN UANG DUKA 

BAGI KEPALA DESA DI KABUPATEN POHUWATO 

L, 

a. 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI POHUWATO, 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67A ayat (4) 

dan ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 

4 Tahun 2022 Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah 

Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala 

Desa, dalam hal Kepala Desa yang berhenti karena 

meninggal dunia dan/atau diberhentikan karena berakhir 

masa jabatannya diberikan uang kompensasi dan/atau 

uang duka, 

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 

Pemberian Uang Kompensasi dan Uang Duka Bagi Kepala 

Desa di Kabupaten Pohuwato. 

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang 

Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060), 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang 

Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten 

Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, (Tambahan Lembaran 
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3. U ndang-U ndang Nomor 12 T ahun  2011 ten tang  

P em ben tukan  P e ra tu ran  P erundang -undangan  (Lem baran 

Negara Republik Indonesia  T ahun  2011 Nomor 82, 

T am bahan  Lem baran Negara Republik Indonesia  Nomor 

5234) sebagaim ana  telah  d iubah  dengan U ndang-U ndang 

Nomor 13 T ahun  2022 ten ta n g  P erubahan  ked u a  Atas 

U ndang- U ndang Nomor 12 T ahun  2011 ten tan g  

P em ben tukan  P era tu ran  P erundang -undangan  (Lembaran 

Negara Republik Indonesia  T ahun  2022 Nomor 143, 

T am bahan  Lem baran Negara Republik Indonesia  Nomor 

6801);

4. U ndang-U ndang Nomor 6 T ahun  2014  ten tan g  D esa 

(Lem baran Negara Republik Indonesia  T ahun  2014 Nomor 7, 

T am bahan  Lem baran Negara Republik Indonesia  Nomor 5495) 

sebagaim ana  telah  d iu b ah  dengan  U ndang-undang  Nomor 11 

T ahun  2020  ten tan g  C ipta Kerja Lem baran Negara Republik 

Indonesia  T ahun  2020 Nomor 245, tam b ah an  Lem baran 

Negara Republik Indonesia  Nomor 6573);

5. U ndang-U ndang Nomor 23 T ahun  2014 ten tan g  P em erin tahan  

D aerah (Lem baran Negara Republik Indonesia  T ahun  2014 

Nomor 244, T am bahan  Lem baran Negara Republik Indonesia  

Nomor 5587) sebagaim ana  te lah  d iubah  beberapa  kali, 

te rak h ir dengan U ndang-U ndang Nomor 11 T ahun  2020 C ipta 

Kerja (Lem baran Negara Republik Indonesia  T ahun  2020 

Nomor 245, T am bahan  Lem baran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6573);

6. Peratu ran  Pem erintah Nomor 43 Tahun 2014 ten tang  

Peratu ran  Pelaksanaan U ndang-U ndang Nomor 6 T ahun  

2014 ten tang  Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 

T ahun  2014 Nomor 123, T am bahan Lem baran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5539) sebagaim ana telah d iubah  dengan 

Peratu ran  Pem erintah Republik Indonesia Nomor 11 T ahun 

2019 ten tang  Perubahan  Kedua Atas Peraturan  Pem erintah 

Nomor 43 T ahun  2014 ten tang  Peraturan  Pelaksanaan 

U ndang-U ndang Nomor 6 T ahun  2014 ten tang  Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia T ahun 2019 Nomor 41, 

T am bahan Lem baran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua Atas 

Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan  Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6801), 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 

Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6573), 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Cipta 

Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6573), 

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 

2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321), 
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7. P era tu ran  Pem erintah Nomor 12 T ahun  2019 ten tan g  

Pengelolaan K euangan D aerah  (Lem baran Negara Republik 

Indonesia  T ahun  2019 Nomor 42, T am bahan  Lem baran 

Negara Republik Indonesia  Nomor 6322);

8. Peraturan  M enteri Dalam Negeri Nomor 112 T ahun  2014 

ten tang  Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik 

Indonesia T ahun  2014 Nomor 2092) sebagaim ana telah 

d iubah  dengan Peraturan  Menteri Dalam Negeri Nomor 72 

Tahun 2020 ten tang  Perubahan  Kedua Atas Peraturan  Menteri 

Dalam Negeri Nomor 112 T ahun  2014 ten tang  Pemilihan 

Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 1409);

9. P era tu ran  M enteri Dalam  Negeri Nomor 80 T ahun  2015 

ten tan g  Produk H ukum  D aerah (Berita Negara Republik 

Indonesia  T ahun  2015 Nomor 2036) sebagaim ana  telah 

d iubah  dengan P era tu ran  M enteri Dalam Negeri Nomor 120 

T ahun  2018 ten ta n g  P erubahan  Atas P era tu ran  M enteri 

Dalam  Negeri Nomor 80 T ahun  2015 ten tang  Produk H ukum  

D aerah (Berita Negara Republik Indonesia  T ahun  2018 

Nomor 157);

10. P era tu ran  M enteri Dalam Negeri Nomor 77 T ahun  2020 

ten tan g  Pedom an Teknis Pengelolaan K euangan D aerah 

(Berita Negara Republik Indonesia  T ahun  2020 Nomor 1781);

11. P era tu ran  D aerah  K abupaten Pohuw ato Nomor 3 T ahun  

2015 ten tan g  Tata C ara  Pem ilihan Kepala Desa (Lem baran 

D aerah K abupaten  Pohuw ato T ahun  2015 Nomor 164, 

T am bahan  Lem baran D aerah  K abupaten Pohuw ato Nomor 

150), sebagaim an telah d iubah  beberapa  kali te rak h ir  dengan 

P era tu ran  D aerah Nomor 4 T ahun  2022 ten tang  Perubahan  

Kedua Atas P era tu ran  D aerah Nomor 3 T ahun  2015 ten tang  

T ata  C ara  Pem ilihan Kepala D esa (Lem baran D aerah 

K abupaten  Pohuw ato T ahun  2022 Nomor 243, T am bahan  

Lem baran D aerah K abupaten Pohuw ato Nomor 203).

10. 

11. 

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6322), 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 

tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 

Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan 

Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 1409), 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 

Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 

Nomor 157), 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781), 

Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 3 Tahun 

2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa (Lembaran 

Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2015 Nomor 164, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 

150), sebagaiman telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan 

Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang 

Tata Cara Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah 

Kabupaten Pohuwato Tahun 2022 Nomor 243, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 203). 
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MEMUTUSKAN:

M enetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN UANG

KOMPENSASI DAN UANG DUKA BAGI KEPALA DESA DI 

KABUPATEN POHUWATO

BAB I

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1

Dalam P era tu ran  B upati ini yang d im aksud  dengan :

1. B upati adalah  B upati Pohuwato.

2. Pem erintah D aerah ad a lah  B upati dan  Perangkat D aerah sebagai u n su r  

penyelenggara pem erin tah an  daerah  di K abupaten  Pohuwato.

3. D esa ad a lah  k esa tu a n  m asy arak a t h u k u m  yang memiliki b a ta s  wilayah 

yang berw enang u n tu k  m enga tu r dan  m engurus u ru sa n  pem erin tahan , 

kepentingan  m asy arak a t se tem pat b e rd asa rk an  p rak a rsa  m asyarakat, hak  

asa l u su l, d a n /a ta u  hak  trad isional yang d iaku i dan  dihorm ati dalam  

sistem  pem erin tahan  Negara K esatuan  Republik Indonesia.

4. Pem erintah D esa ad a lah  Kepala D esa d ib an tu  perangkat D esa sebagai 

u n s u r  penyelenggara P em erin tahan  Desa.

5. Kepala D esa ad a lah  pejabat Pem erintah D esa yang m em punyai wewenang, 

tu g as  dan  kew ajiban u n tu k  m enyelenggarakan ru m ah  tangga D esanya 

dan  m elak san ak an  tu g as  dari Pem erintah dan  Pem erintah D aerah.

6. Kom pensasi Kepala D esa adalah  tu n jan g an  yang diberikan kepada  Kepala 

Desa yang berakh ir m asa  jab a tan n y a .

7. Uang D uka ad a lah  u an g  tu n a i yang  d iberikan  kepada  ahli w aris dari 

Kepala D esa yang m eninggal dun ia.

BAB II

UANG KOMPENSASI 

Pasal 2

(1) Kepala Desa yang d iberhen tikan  dengan h o rm at d iberikan  uang  

kom pensasi sesua i dengan  kem am puan  k euangan  daerah .

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN UANG 

KOMPENSASI DAN UANG DUKA BAGI KEPALA DESA DI 

KABUPATEN POHUWATO 

BABI 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

l. Bupati adalah Bupati Pohuwato. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur 

penyelenggara pemerintahan daerah di Kabupaten Pohuwato. 

3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah 

yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, 

kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak 

asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam 

sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai 

unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 

5. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, 

tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya 

dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah. 

6. Kompensasi Kepala Desa adalah tunjangan yang diberikan kepada Kepala 

Desa yang berakhir masa jabatannya. 

7. Uang Duka adalah uang tunai yang diberikan kepada ahli waris dari 

Kepala Desa yang meninggal dunia. 

BAB II 

UANG KOMPENSASI 

Pasal 2 

(1) Kepala Desa yang diberhentikan dengan hormat diberikan uang 

kompensasi sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. 
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(2) Kepala D esa yang  d iberhen tikan  dengan ho rm at sebagaim ana d im aksud  

pada  aya t (1) adalah  sebagai b e rik u t :

a. kepala  desa  yang berakh ir m asa  ja b a ta n n y a  selam a 6 (enam) tah u n ;

b. kepala  d esa  yang m en duduk i ja b a ta n  dari Pem ilihan Kepala D esa 

An ta r  W aktu.

Pasal 3

P ersyara tan  pem berian uan g  kom pensasi sebagaim ana d im aksud  dalam  Pasal 

2 ad a lah  :

a. b e rs ta tu s  sebagai kepala  desa;

b. kepala  desa  yang  berakh ir m asa  ja b a ta n n y a  dan  terpilih kembali.

Pasal 4

M ekanism e pengajuan  u ang  kom pensasi sebagaim ana  d im aksud  dalam  Pasal 2 

d ilakukan  dengan cara  kepala  desa  sebelum nya m engajukan  perm ohonan 

kepada B upati m elalui pe ran g k a t d aerah  te rk a it yang m em bidangi 

pem erin tahan  desa  dengan m elam pirkan  dokum en sebagai beriku t :

a. foto copy s u ra t  k e p u tu san  B upati ten ta n g  pengangkatan  dan  

pem berhen tian  sebagai kepala  desa;

b. foto copy k a rtu  ta n d a  penduduk ; dan

c. foto copy b u k u  reken ing  bank.

BAB III 

UANG DUKA 

Pasal 5

(1) Kepala Desa yang m eninggal d u n ia  diberikan uang  d u k a  sesuai 

kem am puan  keuangan  daerah ;

(2) Uang d u k a  sebagaim ana d im aksud  p ad a  aya t (1) diberikan kepada  ahli 

waris.

(3) Kepala Desa sebagaim ana  d im ak su d  pada  ayat (1) b e rs ta tu s  sebagai Kepala 

D esa aktif.

PARAF

(2) Kepala Desa yang diberhentikan dengan hormat sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) adalah sebagai berikut : 

a. kepala desa yang berakhir masa jabatannya selama 6 (enam) tahun, 

b. kepala desa yang menduduki jabatan dari Pemilihan Kepala Desa 

Antar Waktu. 

Pasal 3 

Persyaratan pemberian uang kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

2 adalah : 

a. 

b. 

berstatus sebagai kepala desa, 

kepala desa yang berakhir masa jabatannya dan terpilih kembali. 

Pasal 4 

Mekanisme pengajuan uang kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 

dilakukan dengan cara kepala desa sebelumnya mengajukan permohonan 

kepada Bupati melalui perangkat daerah terkait yang membidangi 

pemerintahan desa dengan melampirkan dokumen sebagai berikut : 

a. 

(1) 

(2) 

(3) 

foto copy surat keputusan Bupati tentang pengangkatan dan 

pemberhentian sebagai kepala desa, 

foto copy kartu tanda penduduk, dan 

foto copy buku rekening bank. 

BAB III 

UANG DUKA 

Pasal 5 

Kepala Desa yang meninggal dunia diberikan uang duka sesuai 

kemampuan keuangan daerah, 

Uang duka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada ahli 

waris. 

Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berstatus sebagai Kepala 

Desa aktif. 
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Pasal 6

(1) M ekanism e pengajuan  uan g  d u k a  sebagaim ana  d im aksud  dalam  Pasal 5 

d ilakukan  oleh ahli w aris yang m engajukan perm ohonan  kepada  B upati 

m elalui perangkat daerah  yang m em bidangi pem erin tahan  desa  dengan 

m elam pirkan :

a. foto copy a k ta  kem atian;

b. foto copy b u k u  n ikah  yang  dilegalisir;

c. foto copy k a rtu  keluarga;

d. foto copy k a rtu  ta n d a  pen d u d u k  1 (satu) orang ah li waris;

e. su ra t ke te rangan  sebagai ah li w aris dari kepala  desa se tem patjdan

f. foto copy k e p u tu san  pengangkatan  sebagai Kepala Desa.

(2) Dalam  hal kepala  desa  yang m eninggal b e rs ta tu s  bujang, d u d a  d a n /a ta u  

ja n d a  yang tidak  m em punyai k e tu ru n a n , m aka ah li w aris penerim a uang  

d u k a  adalah  keluarga  inti se su a i p e ra tu ran  p e rundang -undangan .

BAB IV

BESARAN UANG KOMPENSASI DAN UANG DUKA

Pasal 7

(1) B esaran  u an g  kom pensasi sebagaim ana  d im aksud  dalam  Pasal 2 sebesar 

Rp. 1 .000.000,00  (sa tu  ju ta  rupiah) p e rtah u n .

(2) B esaran  uan g  kom pensasi sebagaim ana  d im aksud  pada  ayat (1) diberikan 

kepada Kepala D esa sesua i dengan m asa  jab a tan n y a  d a n /a ta u  d ih itung  

m asa  kerja.

(3) B esaran  u an g  d u k a  sebagaim ana  d im aksud  dalam  Pasal 5 seb esar Rp. 

5 .500 .000 ,00  (lima ju ta  lim a ra tu s  ribu  rupiah).

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 8

Kepala D esa tidak  m enerim a uan g  d u k a  te rh itu n g  sejak pem bayaran  pertam a 

iu ran  BPJS K etenagakeijaan .

Pasal 6 

(1) Mekanisme pengajuan uang duka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 

dilakukan oleh ahli waris yang mengajukan permohonan kepada Bupati 

melalui perangkat daerah yang membidangi pemerintahan desa dengan 

melampirkan : 

a. foto copy akta kematian: 

b. foto copy buku nikah yang dilegalisir, 

c. foto copy kartu keluarga: 

d. foto copy kartu tanda penduduk 1 (satu) orang ahli waris, 

e. surat keterangan sebagai ahli waris dari kepala desa setempat:dan 

f. foto copy keputusan pengangkatan sebagai Kepala Desa. 

(2) Dalam hal kepala desa yang meninggal berstatus bujang, duda dan/atau 

janda yang tidak mempunyai keturunan, maka ahli waris penerima uang 

duka adalah keluarga inti sesuai peraturan perundang-undangan. 

BAB IV 

BESARAN UANG KOMPENSASI DAN UANG DUKA 

Pasal 7 

(1) Besaran uang kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebesar 

Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) pertahun. 

(2) Besaran uang kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan 

kepada Kepala Desa sesuai dengan masa jabatannya dan/atau dihitung 

masa kerja. 

(3) Besaran uang duka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sebesar Rp. 

5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah). 

BAB V 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 8 

Kepala Desa tidak menerima uang duka terhitung sejak pembayaran pertama 

juran BPJS Ketenagakerjaan. 
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BAB VI

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 9

P era tu ran  B upati ini m ulai berlaku  pada  tanggal d iundangkan .

Agar setiap  orang m engetahu inya, m em erin tahkan  pengundangan  Peratu ran  

B upati ini dengan penem patannya  dalam  Berita D aerah K abupaten Pohuwato.

D itetapkan  di Marisa
p ad a  tanggal "12 D esem ber 2022
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